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Abstrak
	Hak Cipta adalah jenis aset tak berwujud yang memiliki karakteristik mirip dengan aset fisik, dan dalam perkembangan hukum, Hak Cipta dapat berperan sebagai objek jaminan aset. Penerbitan sertifikat hak cipta secara administratif menunjukkan bahwa karya tersebut dapat dicatat dan diakui oleh negara dan mendapatkan perlindungan hukum. Studi ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik aset tak berwujud hak cipta sebagai jaminan objek, mengingat perkembangan pesat karya cipta saat ini didorong oleh teknologi digital dan media sosial melalui internet. Pertanyaan penelitian yang dikaji adalah apa saja karakteristik aset tak berwujud hak cipta sebagai jaminan benda. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, kemudian digunakan untuk mengurai hubungan antara das sollen Hak Cipta sebagai aset intangible jaminan material. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat Hak Cipta sebagai aset non-fisik menjadikannya jaminan properti, memiliki kesamaan dengan kepemilikan, sehingga dapat dipakai sebagai objek jaminan menurut Undang-Undang Hak Cipta. Sebagai kesimpulan, karya yang dihasilkan oleh pencipta saat ini dapat dijadikan objek jaminan kekayaan karena memiliki karakteristik sebagai aset immateriil seperti halnya kekayaan.
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Abstract
	Copyright is a type of intangible asset that has characteristics similar to physical assets, and in the development of law, Copyright can act as an object of asset collateral. The issuance of a copyright certificate administratively indicates that the work can be recorded and recognized by the state and obtains legal protection. This study aims to examine the characteristics of intangible copyright assets as collateral objects, considering the rapid development of copyrighted works today is driven by digital technology and social media via the internet. The research question studied is what the characteristics of intangible copyright assets are as collateral objects. The method used is a normative legal approach, namely by reviewing laws and regulations relevant to this study, then used to describe the relationship between das sollen Copyright as an intangible collateral material asset. The results of the study show that the nature of Copyright as a non-physical asset guarantees the nature of the collateral, has similarities with ownership, so that it can be used as an object of collateral according to the Copyright Law. In conclusion, the work produced by the creator can currently be used as an object of wealth collateral because it has the nature of an immaterial asset like wealth.
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A. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Pendahuluan
Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang muncul dari penciptaan suatu karya yang dihasilkan melalui pemikiran manusia dengan proses berpikir menggunakan kemampuan intelektual dalam kurun waktu yang cukup lama. Karya yang dihasilkan dari tiga unsur yaitu kreativitas, emosi, dan kehendak, merupakan dihasilkan oleh manusia dalam bidang sains, kesenian atau teknologi.[footnoteRef:1] Hak istimewa yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, diberikan kepada Pencipta atau penerima hak, untuk melaksanakan perbanyakan karya dan melakukan publikasi atas cipta tersebut. [1:  Yulia, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2021). hlm. 16.] 

Pelindungan Ciptaan diawali sekitar tahun 1709 di Inggris yang melindungi karya seni dan sastra, yang dikenal dengan konsep ekonomi dan konsep moral. Konsep economi right muncul atas dorongan bisnis penerbitan buku di Inggris yang sebelumnya si pencipta tidak mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya.
Karya cipta lahir dari hasil kemampuan manusia dengan proses pemikiran, menggunakan tenaga dan biaya, yang kemudian di wujudkan dalam baik 2D maupun 3D, yang bernilai, manfaat.[footnoteRef:2] Konsep Hak Cipta dalam perkembangannya memiliki keunggulan yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak, di mana dengan keunggulan ini, pemegang hak memiliki wewenang untuk mempublikasikan, memperbanyak karyanya, atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa mengurangi batasan yang ditentukan dalam peraturan.[footnoteRef:3] [2:  Lutfi Ulinnuha, “Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia,” Journal of Private and Commercial Law 1, no. 1 (2017).]  [3:  Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). hlm. 16.] 

Definisi Hak Cipta dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Cipta), yang diatur dalam Pasal 1 angka (1), yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang diberikan menurut prinsip deklaratif setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata di area ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
Hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta meliputi hak ekonomi serta hak moral. Selain itu, pencipta dan pemegang hak cipta memiliki wewenang atau hak, yaitu: 
1. Jika, sebagai pencipta atau pemilik hak cipta, dapat menambah jumlah karyanya. 
2. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mengungkapkan menggunakan berbagai sarana. 
3. Pemilik atau pencipta hak cipta memiliki hak untuk memperluas haknya dan menempuh tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi.[footnoteRef:4]  [4:  Lisa Gusrianti Vera Ayu Riandini, “Analisis Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia,” Jurnal Komunikasi Hukum 7, no. 2 (2021): 869.] 

Hak Cipta secara otomatis dimiliki sejak karya dibuat. Namun, dalam prosesnya perpindahan kepemilikan bisa dilakukan seperti halnya perpindahan kepemilikan hak atas benda. Keunikan hak cipta inilah yang membuat hak cipta berguna bagi pemiliknya, yaitu bisa berfungsi sebagai jaminan kekayaan. Lahirnya Hak Cipta tahun 2014 merupakan pembaruan yang disebabkan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi kreatif yang menuntut kejelasan aturan terkait peralihan Hak Cipta.[footnoteRef:5] [5:  Komang Ari Febriani, I Made Sarjana, “Analisis Yuridis Kekayaan Intelektual Yang DIbebankan Sebagai Jaminan Fidusia Dari Perspektif Ekonomi Kreatif,” Ethics and Law Journal Business and Notary 2, no. 4 (2024).] 

Peralihan kepemilikan Hak Cipta tersebut memiliki kesamaan dengan peralihan kepemilikan dalam kebendaan yang terbagi dua, yaitu: 
1. Menyediakan kepuasan yang lengkap bagi pemiliknya atau yang dikenal sebagai hak atas benda yang sempurna.
2. Memberikan kenikmatan yang tidak sepenuhnya, atau dikenal dengan Hak Kebendaan yang tidak penuh. Seiring perkembangannya, Hak cipta dapat berfungsi sebagai objek jaminan tidak berwujud yang memiliki karakter mirip dengan objek lain yang berwujud. 
Dengan merujuk pada penjelasan di atas, perumusan masalahnya adalah bagaimanakah Karakteristik Intangible Asset Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan.
B. Metode Penelitian, 
Penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan karena perkembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi karya cipta telah melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang bersifat tak berwujud (intangible asset), namun memiliki nilai ekonomi yang nyata dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Hak Cipta tidak lagi semata diposisikan sebagai hak eksklusif yang bersifat perlindungan moral dan ekonomi, melainkan telah berkembang menjadi aset bernilai yang berpotensi dijadikan objek jaminan kebendaan. Meskipun demikian, secara normatif masih terdapat keraguan dan keterbatasan pemahaman mengenai karakteristik Hak Cipta sebagai benda dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, sehingga diperlukan kajian hukum yang menegaskan kedudukan dan sifat kebendaannya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum benda, hukum jaminan, dan hukum Hak Cipta sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum. Pendekatan ini dipilih untuk menguraikan secara sistematis hubungan antara norma yang seharusnya (das sollen) dan praktik hukum yang berkembang terkait pemanfaatan Hak Cipta sebagai jaminan kebendaan.
Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya penguatan konstruksi normatif Hak Cipta sebagai objek jaminan kebendaan dengan menekankan karakteristiknya sebagai aset immateriil yang memiliki kesamaan dengan benda dalam arti hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek perlindungan dan pelanggaran Hak Cipta, tetapi juga memperluas diskursus hukum dengan menempatkan Hak Cipta dalam kerangka hukum jaminan kebendaan secara lebih komprehensif.
Sebagai arah penelitian, kajian ini diarahkan untuk menegaskan bahwa karakteristik Hak Cipta sebagai aset tak berwujud memungkinkan karya cipta diposisikan sebagai objek jaminan kekayaan sepanjang memenuhi syarat normatif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Temuan ini menjadi dasar dalam menarik kesimpulan bahwa perkembangan hukum jaminan di Indonesia perlu membuka ruang yang lebih adaptif terhadap pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai instrumen pembiayaan berbasis aset.
C. Hak Cipta sebagai Intangible Asset dan Jaminan Kebendaan dalam Perspektif Hukum Perdata
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental terhadap cara karya cipta diproduksi, didistribusikan, dan dimonetisasi. Dalam ekosistem digital, karya cipta tidak lagi terbatas pada bentuk fisik, melainkan hadir sebagai aset tak berwujud (intangible asset) yang memiliki nilai ekonomi nyata dan berkelanjutan. Fenomena ini memperkuat posisi Hak Cipta sebagai bagian dari kekayaan yang dapat dimanfaatkan secara komersial dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pencipta serta pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.[footnoteRef:6] [6:  Rian Adhivira Prabowo, “Ekonomi Kreatif Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital,” Jurnal RechtsVinding 10, no. 2 (2021): 245–260.] 

Dalam konteks hukum, Hak Kekayaan Intelektual dipahami sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada subjek hukum atas hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi. Hak Cipta merupakan salah satu rezim HKI yang memiliki karakteristik unik karena perlindungannya lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, tanpa mensyaratkan pendaftaran sebagai syarat timbulnya hak.[footnoteRef:7] Meskipun demikian, pendaftaran Hak Cipta tetap memiliki arti penting sebagai alat pembuktian dan sarana pemenuhan asas publisitas dalam hubungan hukum keperdataan. [7:  Budi Agus Riswandi, Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya (Yogyakarta: FH UII Press, 2017). hlm. 45.] 

Hak Cipta mencakup dua dimensi utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral bersifat melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi bersifat kebendaan karena dapat dialihkan, diwariskan, dilisensikan, dan dijadikan objek perjanjian.[footnoteRef:8] Dimensi hak ekonomi inilah yang membuka ruang bagi Hak Cipta untuk diposisikan sebagai objek hukum dalam sistem hukum kebendaan.[footnoteRef:9] [8:  Kendelif Kheista Evellyn Abigael Rhemrev Michelle Chritie, “Implementasi Hukum Benda (Zaak) Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia,” Jurnal Kewarganegaraan 8, no. 1 (2024).]  [9:  Agus Sardjono, “Hak Cipta Sebagai Objek Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Perdata,” IUSTUM, Jurnal Hukum IUS QUIA 26, no. 3 (2019): 489–507.] 

Dalam hukum perdata Indonesia, pengertian benda sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata mencakup segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak dan memiliki nilai kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud. Dengan demikian, hukum kebendaan tidak membatasi objeknya hanya pada benda fisik, tetapi juga meliputi benda immateriil sepanjang dapat dikuasai, dialihkan, dan dinilai secara ekonomis.[footnoteRef:10] Pandangan ini sejalan dengan perkembangan doktrin modern yang menempatkan kekayaan intelektual sebagai bagian dari benda bergerak tidak berwujud. [10:  Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003). hlm. 62. ] 

Hak kebendaan memiliki karakteristik utama, antara lain bersifat absolut, mengikuti objeknya (droit de suite), memberikan hak preferen (droit de préférence), serta dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Karakteristik tersebut juga tercermin dalam Hak Cipta, khususnya pada aspek hak ekonomi, karena hak tersebut tetap melekat pada karya cipta meskipun terjadi pengalihan penguasaan atau pemanfaatan oleh pihak lain melalui mekanisme lisensi.[footnoteRef:11] [11:  Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm. 113.] 

Penguatan posisi Hak Cipta sebagai benda terlihat dari adanya pengakuan normatif terhadap kemungkinan pengalihan dan pembebanan Hak Cipta. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan melalui berbagai cara yang dibenarkan oleh hukum, termasuk perjanjian tertulis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menempatkan Hak Cipta sebagai objek yang memiliki karakter kebendaan.[footnoteRef:12] [12:  Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 16 Ayat (2).” (2014).] 

Dalam konteks hukum jaminan, Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan ruang yang cukup luas terhadap objek jaminan, yaitu meliputi benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat larangan untuk menjadikan Hak Cipta sebagai objek jaminan kebendaan sepanjang memenuhi persyaratan administratif dan dapat dibuktikan kepemilikannya.[footnoteRef:13] Beberapa kajian menyebutkan bahwa sertifikat Hak Cipta yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat berfungsi sebagai dokumen pendukung untuk membuktikan eksistensi dan kepemilikan hak dalam perjanjian fidusia.[footnoteRef:14] [13:  Indonesia, “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” (1999).]  [14:  Farida Patittingi, “Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia,” Jurnal Mimbar Hukum 29, no. 1 (2017): 134–150.] 

Hak Cipta sebagai intangible asset memiliki kesamaan karakter dengan benda bergerak, yaitu dapat dialihkan, memiliki nilai ekonomis, dan dapat menjadi objek perikatan. Kesamaan ini memperkuat argumentasi bahwa Hak Cipta layak diperlakukan sebagai jaminan kebendaan, terutama dalam rangka mendorong akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif.[footnoteRef:15] Namun demikian, penerapan Hak Cipta sebagai jaminan dalam praktik perbankan masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan mekanisme penilaian nilai ekonomis karya cipta yang belum memiliki standar baku dan cenderung subjektif.[footnoteRef:16] [15:  Susy Susilawati, “Hak Cipta Sebagai Aset Tidak Berwujud Dalam Hukum Jaminan,” Jurnal Yuridika 35, no. 2 (2020): 289–308.]  [16:  Suyud Margono, “Valuasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit,” Journal of Intellectual Property Rights 24, no. 4 (2019): 161–170.] 

Kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Hak Cipta telah memenuhi karakteristik sebagai objek jaminan kebendaan, secara praktis masih diperlukan penguatan regulasi teknis dan kebijakan pendukung. Negara memiliki peran strategis untuk menyediakan kerangka hukum yang lebih adaptif, termasuk pedoman penilaian kekayaan intelektual, agar Hak Cipta dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen jaminan tanpa mengurangi kepastian hukum bagi para pihak.[footnoteRef:17] [17:  Muh Jufri Ahmad Vafet Febrian Valentino Tololiu, “Kedudukan Barang Virtual Menurut Hukum Benda Indonesia Yang Diatur Dalam KUHPerdata Buku Kedua Tentang Barang,” Bureaucracy Journal of Law and Sosial-Political Governance 3, no. 2 (2023).] 

Dengan demikian, pengakuan Hak Cipta sebagai jaminan kebendaan merupakan refleksi dari perkembangan hukum kebendaan yang responsif terhadap dinamika ekonomi digital. Hak Cipta tidak lagi semata dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai kekayaan immateriil yang memiliki fungsi ekonomi dan dapat berperan sebagai agunan dalam sistem pembiayaan modern.[footnoteRef:18] [18:  Trisadini Prasastinah Usanti, “Kelahiran Hak Kebendaan,” Jurnal Perspektif XVII, no. 1 (2012): 45.] 



D. Penutup
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta sebagai aset tak berwujud (intangible asset) memiliki karakteristik kebendaan yang memungkinkan untuk diposisikan sebagai objek jaminan kebendaan dalam sistem hukum perdata Indonesia. Karakteristik tersebut tercermin dari adanya nilai ekonomis, sifat dapat dialihkan, serta pengakuan normatif terhadap hak ekonomi pencipta yang dapat diperlakukan sebagai kekayaan. Dalam kerangka hukum kebendaan, Hak Cipta memenuhi unsur sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat menjadi objek perikatan dan jaminan sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa secara normatif tidak terdapat hambatan hukum bagi pemanfaatan Hak Cipta sebagai jaminan kebendaan. Pendaftaran Hak Cipta dan penerbitan sertifikat oleh negara berfungsi sebagai alat pembuktian kepemilikan serta sarana pemenuhan asas publisitas, sehingga memperkuat kedudukan Hak Cipta sebagai objek jaminan. Dengan demikian, Hak Cipta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap karya intelektual, tetapi juga sebagai kekayaan immateriil yang dapat dimanfaatkan dalam skema pembiayaan berbasis aset.
Namun demikian, implementasi Hak Cipta sebagai jaminan kebendaan dalam praktik masih menghadapi tantangan, khususnya terkait dengan mekanisme penilaian nilai ekonomis karya cipta yang belum memiliki standar baku dan cenderung bersifat subjektif. Kondisi ini berdampak pada kehati-hatian lembaga pembiayaan dalam menerima Hak Cipta sebagai agunan dan menunjukkan perlunya penguatan regulasi teknis yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi kreatif dan digital.
Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut model valuasi Hak Cipta sebagai objek jaminan kebendaan, baik melalui pendekatan komparatif dengan negara lain maupun melalui analisis empiris terhadap praktik pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Kajian lanjutan tersebut penting untuk memperkuat kepastian hukum dan mendorong optimalisasi pemanfaatan Hak Cipta sebagai instrumen pembiayaan yang berkelanjutan bagi pelaku industri kreatif di Indonesia.
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